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Etika; Pajak; Orang Pribadi; Pajak merupakan sumber penghasilan utama dalam suatu negara.
Kepatuhan; Wajib Pajak Khususnya di Indonesia lebih dari 70% pengeluaran pemerintahannya

dari hasil pemungutan pajak. Meski demikian penyelenggaraan
perpajakan masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama dalam
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Ethics; Tax; Individual; pelanggaran etika dalam pembayaran pajak. Artikel ini membahas
Compliance; Taxpayer tentang bagaiamana peran organisasi dan petugas perpajakan untuk

memberikan pemahaman etika dan pendidikan pajak terhadap wajib
pajak orang pribadi. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, diperlukan pengetahuan yang komprehensif
serta bagaimana penerapan keadilan distributif dan prosedural, dan pendidikan pajak yang efektif.
Kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi yang baik akan mendukung pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat disuatu negara khususnya di Indonesia.

ABSTRACT

Taxes are the main source of revenue in a country. Particularly in Indonesia, more than 70% of its
government spending comes from tax collection. However, the implementation of taxation still faces many
challenges, especially in the level of awareness and compliance of taxpayers and some ethical violations in
tax payments. This article discusses how the role of organizations and tax officers to provide ethical
understanding and tax education to individual taxpayers. To improve tax compliance, comprehensive
knowledge is needed as well as how to apply distributive and procedural justice, and effective tax
education. Good compliance from individual taxpayers will support the development and welfare of society
in a country, especially in Indonesia.

Pendahuluan

Pajak merupakan suatu hal yang sangat penting pada setiap negara, karena tidak
jarang pajak menjadi sumber pendapatan yang utama pada suatu negara. Seperti di
Indonesia, memiliki lebih dari 70% pengeluarannya yang ditanggung oleh pajak yang
diterima, dari pendapatan yang diterima dari hasil pajak tersebut digunakan untuk
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biaya pegawai, pelayanan publik, pembangunan infrastuktur, dan keperluan lain yang
pada dasarnya memiliki tujuan yang utama yaitu untuk kesejahteraan seluruh warga
Indonesia. Pajak ini merupakan sumber pendapatan utama pemerintah, pajak dapat
digolongkan menjadi empat berdasarkan fungsinya : fungsi penerimaan (anggaran),
fungsi pengaturan (berkala), fungsi stabilisasi, dan fungsi redistribusi pendapatan.
Dalam penyelenggaran perpajakan di Indonesia masih banyak permaslahan yang harus
segera diselesaikan, pada kasus ini dapat dicontohkan seperti kurangnya kesadaran
dikalangan wajib pajak, dalam hal ini terlihat pada penerimaan pajak yang tidak
terpenuhi sesuai target yang sudah ditentukan sebelumnya (Putra, 2017). Tidak hanya
itu tantangan etika dalam kepatuhan pajak juga menjadi permasalah yang sering
terjadi dalam dunia perpajakan khusunya di Indonesia yang kerap kali menjadi faktor
penghambat keberlangsungan pajak.

Berbicara tentang etika saat ini banyak terjadi kasus-kasus penggelapan pajak
seperti yang dilakukan gayus pada kala itu, kejadian seperti itu juga pernah dilakukan
oleh wajib pajak yang dikenal sebagai kasus Asian Agri yang dilakukan oleh akuntan
perusahaan beserta jajaran manajemennya (Yuhertina et al., 2016). Dalam sebuh
perusahaan juga sering kali melawan hukum dengan maksud untuk meminimalkan
ataupun juga menghilangkan kewajiban perpajakannya, selain mengurangi
pendapatan pemerintah dari hasil pajak hal ini juga memberikan dampak kurangnya
kepercayaan masyarakat sebagai wajib pajak orang pribadi, dengan pemerintah harus
tegas terhadap pelanggaran pelanggaran etika yang menyebabkan kesenjangan sosial
dibidang perpajakan (Holkova et al., 2023).

Pembahasan

Kepatuhan pajak sukarela dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, termasuk
sudut pandang etika. Kesediaan membayar pajak dapat diartikan sebagai motivasi
internal untuk membayar pajak. Menurut Alm dan Torgler, kemauan membayar pajak
dapat menjadi faktor penting dalam kepatuhan pajak sukarela, motivasi membayar
pajak akan muncul sebagai kewajiban moral, kesediaan membayar pajak dapat
mempengaruhi keputusan pajak individu (Dwi Nurcahya & Kuniawati, 2022). Seiring
meningkatnya kasus seperti manipulasi data perpajakan dan pelanggaran-pelanggaran
lainnya, menjadi pertanyaan tentang bagaimana penerapan etika dalam suatau
organisasi, juga bagaimana etika dapat memberikan pemahaman kepada setiap waijib
pajak. Dalam hal ini DJP sebagai lembaga yang bertugas dibawah naungan kementrian
keuangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis
dalam sektor perpajakan.

Menurut hasil dari analisis SEM, komitmen dari organisasi dapat menimbulkan
dampak yang signifikan terhadap pemahaman etika kepada wajib pajak yang terjadi
didaerah Jawa Timur dengan nilai P sebesar 0,020 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukan
bahwa semakin tinggi keterlibatan organisasi wajib pajak semakin tinggi pula
pemahamannya terhadap etika perpajakan (Yuhertina et al., 2016). Temuan tersebut
berdasarkan tanggapan wajib pajak di Jawa Timur yang disurvei mengenai komitmen
organisasi, dan hasilnya menunjukkan bahwa mereka mempunyai tingkat komitmen
organisasi yang sangat tinggi. Artinya mereka berusaha sekuat tenaga untuk
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mengembangkan perusahaan, mereka bangga dengan perusahaan, mereka terus
berusaha untuk terus berkarya di perusahaan.

Penerapan peraturan yang baik serta implementatif merupakan bentuk cerminan
dari standarisasi etika masyarakat. bukan hanya tindak hukum pidana, etika menjadi
hal yang sangat penting dalam hukum pajak, dikarenakan ini merupakan hukum publik
yang berlaku untuk setiap individu sebagai cerminan etika antara aparat petugas pajak
dengan wajib pajak. Kesadaran perpajakan dapat dapat dibangkitkan oleh aparatur
penegak pajak hukum, namun kesadaran perpajakan lebih menekankan pada motivasi
intrinsik wajib pajak. Alternatif kebijakan pemerintah adalah program pendidikan pajak,
yang didasarkan pada gagasan bahwa pendidikan dini wajib pajak akan menghasilkan
kepatuhan yang lebih. Pengetahuan perpajakan meningkatkan kesadaran etika
sehingga mengurangi kecenderungan melakukan pelanggaran perpajakan, oleh karena
itu program pendidikan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dimasa
depan, kurang etika berdampak pada kepatuhan perpajakan dan presepsi sulitnya
memenuhi kewajiban perpajakan. Hubungan antara etika dan perpajakan menjadi
tema utama buku etika dan perpajakan, untuk memastikan kepatuhan pajak
pemerintah perlu memperhatikan tantangan-tantangan ini dan mencari solusi yang
tepat, hal ini bertujuan untuk memperkuat kepatuhan pajak dan menghasilkan
penerimaan pajak. Berikut diantara pelanggaran yang menjadi tantangan-tantangan
etika dalam perpajakan:

1. Tidak mendaftarkan NPWP (nomor pokok wajib pajak), yang merupakan
identitas bagi setiap wajib pajak yang diberikan oleh DJP untuk individu waijib
pajak maupun badan yang telah memenuhi persyaratan perpajakan, dengan
tidak mendaftarkan NPWP sama dengan menghindari dari kewajiban
membayar pajak

2. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), SPT merupakan dokuman
berisi laporan keuangan dan perpajakan yang wajib disampaikan oleh waijib
pajak, kegagalan menyampaikan SPT atau penyampaian SPT dengan
keterangan yang benar atau tidak lengkap dapat dikenakan sanksi
administratif dan pidana

3. Penyalahgunaan NPWP atau PKP (pengusaha kena pajak) dapat berupa
penggunaan NPWP atau PKP orang lain untuk kepentingan yang melanggar
peraturan perpajakan.

4. Tidak mendaftarkan suatu perusahaan sebagai pengusaha kena pajak, semua
perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu wajib mendaftar sebagai
pengusaha kena pajak, apabiila perusahaan tidak didaftarkan sebagai
pengusaha kena pajak, dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi
administratif.

5. Penyampaian SPT yang keterangannya tidak sah atau tidak lengkap,
pelanggaran seperti ini juga dapat dikenakan sanksi.

Semua wajib pajak harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan
melaporkan pajaknya dengan jujur dan tepat waktu, pelanggaran etika terhadap
kepatuhan perpajakan dapat memberikan dampak negatif terhadap negara dan
masyarkat secara keseluruhan. Oleh karena itu penting bagi seluruh wajib pajak untuk
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memahami kewajiban perpajakannya dan mematuhi semua peraturan yang telah
ditetapkan. Moral dari wajib pajak bisa menjadi faktor yang dapat mempengaruhi
tingkat penghindaran pajak, banyaknya kasus penghindaran pajak menyebabkan
menurunnya keinginan masyarkat untuk membayar pajak, semakin buruk moral waijib
pajak, mak semakin besar kemungkinan wajib pajak tidak mampu mematuhi peraturan
yang ada. Hal ini memberi kesan kepada wajib pajak bahwa tidakan penghidaran pajak
merupakan tindakan etis, wajib pajak yang mempunyai nilai moral yang baik akan
menganggap penghindaran pajak merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan
melanggar hukum, dan lebih jauh lagi, wajib pajak akan merasa bersalah apabila
melakukan penghindaran pajak sehingga tidak melakukan perbuatan tersebut
(Maharani et al., 2021).

Kepatuhan dalam perpajakan dapat dipengaruhi dari pemahaman dan
pengetahuan teng sistem perpajakan dan aturan aturan yang berlaku, untuk
meningakatkan kepatuhan dalam membayar pajak diperlukan kualitas dan
kenyamanan yang harus diberikan kepada waib pajak orang pribadi oleh aparat
petugas pajak, keadilan dalam pemberlakuan tarif sesuai dengan kondisi ekonomi
negara jauga dapat meningkatkan kepatuhan dan kewajiban membayar wajib pajak
(Khodijah et al., 2021). Memastikan kepatuhan wajib pajak memerlukan pemahaman
yang lebih komprehensif, khususnya kajian pengetahuan perpajakan dan hubungan
pengendalian interal. Hal ini juga harus dicapai melalui penerapan dan pengutamaan
keadilan. Dengan kata lain, terdapat keadilan distributif dan keadilan prosedural.
Keadilan distributif dalam perpajakan jelas berarti bahwa tidak semua wajib pajak
menikmati hak yang sama, namun hak tersebut diberikan secara proporsional. Jika
keadilan distributif tetap terjaga dan semua wajib pajak patuh dalam membayar
pajaknya dan melaporkan secara proporsional, maka mereka akan menjadi waijib pajak
yang patuh dan harus mematuhi peraturan yang berlaku (Lestari & Darmawan, 2023).
Dengan demikian, setiap masyarakat atau warga negara diaharapkan memiliki
tanggung jawab untuk negaranya dengan berperan dalam aktif dalam pembayaran
pajak karena dari hasil penerimaan pajak tersebut untuk pembangunan pada
masyarakat pada umumnya. Namun infrastuktur dasar yang seharusnya tersedia bagi
seluruh masyarakat tidak ada atau tidak memadai.

Pemerintah juga sering mengeluh, menyatakan bahwa penghindaran pajak
berkontribusi besar terhadap kegagalan ini (Isroah et al., 2017). Persoalan kepatuhan
perpajakan di Indonesia menjadi sangat penting karena apabila wajib pajak tidak patuh
dalam menjalankan tugas perpajakannya. Hal ini bisa menimbulkan penghindaran
pajak, penggelapan, dan kelalaian yang nanti akan memberikan dampak buruk bagi
negara, yakni wajib pajak tidak menerima penerimaan pajak penghasilan yang menjadi
kewajibannya sebagai wajib pajak orang pribadi (Tiara Sari & Ani Siska MY, 2023). Jika
pendapatan pajak terus meningkat, pembayaran pajak akan terus mempunnyai akses
terhadap keinginan yang disediakan negara. Oleh krena itu seluruh wajib pajak akan
meatuhi peraturan perpajakan dan membayar pajaknya dengan patuh, mengetahui
bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah memiliki tujuan yang baik (Putri, 2017).
Berdasrkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pandangan kepatuhan pajak
mempengaruhi presepsi wajib pajak terhadap penghindaran pajak.
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Kesimpulan dan Saran

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah Indonesia,
mencakup lebih dari 70% pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk berbagai
kebutuhan publik seperti biaya pegawai, pelayanan publik, pembangunan
infrastruktur, dan lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh warga negara.
Namun, tantangan dalam perpajakan di Indonesia masih banyak, termasuk kurangnya
kesadaran wajib pajak, etika dalam kepatuhan pajak, serta berbagai bentuk
penghindaran dan pelanggaran perpajakan. Kasus-kasus penggelapan pajak seperti
yang dilakukan oleh Gayus Tambunan dan Asian Agri menunjukkan tantangan besar
dalam etika perpajakan di Indonesia. Tingkat kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh
pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai sistem perpajakan dan aturan-
aturan yang berlaku. Kurangnya etika dalam perpajakan dapat mengakibatkan
ketidakpatuhan, yang pada akhirnya mengurangi penerimaan pajak negara. Kesadaran
perpajakan yang dibangkitkan oleh penegak hukum juga memainkan peran penting
dalam meningkatkan motivasi intrinsik wajib pajak. Keadilan distributif dan keadilan
prosedural dalam penerapan pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan waijib pajak.
Kepatuhan ini diperlukan agar pendapatan pajak dapat terus meningkat dan digunakan
untuk kesejahteraan masyarakat.

Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, ke depannya penulis
akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang makalah di atas dengan
sumber-sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh
karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan
sebagai bahan evaluasi untuk ke depannya
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